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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Pembinaan 

1. Pengertian Pembinaan  

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, 

sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan 

kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik.
23

 

Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau 

usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan 

yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara 

bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan 

mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk 

mencapai tujuan. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non 

formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan 

bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, 

membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya 

seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan 

bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai 
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bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan 

mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah 

tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan 

pribadi yang mandiri.
24

 

a. Pengertian Pembinaan menurut beberapa ahli 

  Menurut Mitha Thoha, Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, 

hasil, atau pernyataan yang lebih baik.
25

 Dalam hal ini menunjukkan 

adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai 

kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua 

unsur dari definisi pembinaan yaitu: 

1) Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan 

tujuan, dan 

2) Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.  

Menurut Poerwadarmita, Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik.  

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan 

terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki 

tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan 
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tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka 

manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. 

b.  Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi  

Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan 

membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan 

sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, 

pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang 

sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak 

menyimpang dari hal yang telah direncanakan.  

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), 

berasal dari kata ’power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide 

utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. 

Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan 12 

kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang 

diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.  Pembinaan 

secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, 

pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan 

baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada 

hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan 

pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik- baiknya, dan 
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pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan 

kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. 

2. Tahap-tahap Pembinaan 

Tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31/99 

tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan: 

a. Pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai 

sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 

1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi: 

1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling 

lama 1 (satu) bulan;  

2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;  

3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan 

4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. 

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak 

masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, 

diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk 

penyusunan program pembinaan selanjutnya.  

b. Pembinaan tahap lanjutan  

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:  

1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal 

sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan 
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2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan 

pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. 

 Pembinaan tahap lanjutan meliputi:  

1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;  

2) Pelaksanaan program binaan lanjutan;  

3) Penilaian pelaksanaan program binaan lanjutan; dan  

4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.  

5) Pembinaan tahap akhir Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak 

berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana 

dari narapidana yang bersangkutan.  

Pembinaan tahap akhir meliputi: 

1) Perencanaan program integrasi;  

2) Pelaksanaan program integrasi; dan  

3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.  

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, 

sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS 

oleh BAPAS. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat 

tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap 

dilaksanakan di LAPAS. Dalam melaksanakan pembinaan  terhadap 

narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

Oleh karena itu suatu lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan 

tuganya perlu adanya infrastruktur, sperti: 



27 

 

1) Kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, 

fasilitas, air dan penerangan. 

2) Rumah sakit. 

3) Pakaian kerja. 

4) Tempat/sarana olahraga. 

5) Peraturan perundang-undangan. 

6) Petugas pemasyarakatan (tenaga ahli). 

7) Ruang khusus untuk pertemuan narapidana dengan saudara dan 

keluarga maupun pengacara yang menyatu dengan ruang 

narapidana. 

8) Perpustakaan penjara.
26

 

3. Model Pembinaan 

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem 

kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh 

sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau undang-undang yang 

digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini 

telah digunakan sejak tahun 1917. Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap 

narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda 

terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata 

yang dihukum kemerdekaannya., tetapi tenaga mereka seringkali 
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dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem 

kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. 

Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung 

para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera (regred) dan 

tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat 

keras, bahkan sering tidak manusiawi.
27

 

B. Tinjauan Umum tentang Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Pengertian narapidana menrut kamus bahasa Indonesia adalah orang 

hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau 

terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono 

mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis 

bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan 

narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat 

untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo 

narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena 

melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk 

menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah 
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seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani 

persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu 

bangunan yang disebut penjara. 

Kata pidana identik dengan kata hukuman atau sanksi yang berat karena 

berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang yang 

melanggar hukum. Pasal 10 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) 

mengatur macammacam pidana sebagai berikut : 

a. Pidana Pokok, terdiri dari :  

1. Pidana mati 

2. Pidana penjara  

3. Pidana kurungan  

4. Pidana denda  

b. Pidana tambahan, terdiri dari :  

1. Pencabutan hak-hak tertentu  

2. Perampasan barang-barang tertentu  

3. Pengumuman putusan hakim
28

 

2. Hak Narapidana 

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak 

narapidana walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada 

ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak 
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mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat 

remisi. Untuk itu dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 

tegas menyatakan narapidana berhak : 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

e. Menyampaikan keluhan 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya 

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
29
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3. Kewajiban Narapidana  

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang 

Remisi, Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila telah 

memenuhi: 

a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana 

b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan 

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 

terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan 

negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan 

transnasional terorganisir lainnya, diberikan Remisi berdasarkan oleh Mentri 

dalam suatu ketetapan Mentri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur 

Jendral Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, dan 

b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana 

Disamping memenuhi persyaratan diatas, persyaratan yang perlu 

diperhatikan adalah bahwasanya Remisi diberikan kepada narapidana dan 

anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang 

membantu kegiatan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). 

Pengecualian pemberian Remisi diatur didalam Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pasal 12.  
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Pasal 12 : Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak 

diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang : 

a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan 

b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata 

tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang 

diperhitungkan pada pemberian remisi 

c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas, atau 

d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.
30

  

C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan 

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang 

mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam 

menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan 

memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar 

dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia 

yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum 

(Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), dan 

menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan 

dan tindakan kita dapat di pertanggungjawabkan dihadapan hukum dan 

diselesaikan secara hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit 

Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen 

Kehakiman)
31

 

2. Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, bisa narapidana (napi) 

atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya 

masih tahanan, 

Maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan 

belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Sesuai Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana 

hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga 

pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari :  

a. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan. 

b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara.  

c. Orang-orang yang disandera. 

d. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana 

kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga 

pemasyarakatan. 

Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di 

dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah :  

a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan. 

b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan.  
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c. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh 

pengadilan negeri setempat.  

d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan.  

e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi 

dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah
32

 

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan  

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk 

membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:  

a. Seutuhnya   

b. Menyadari kesalahan  

c. Memperbaiki diri  

d. Tidak mengulangi tindak pidana  

e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat  

f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan  

g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab. Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS 

yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah 

melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan 

pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk 
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melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang 

menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang 

dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang 

merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku 

tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan 

yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.
33

 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan 

dilaksanakan berdasarkan asas :  

a. Pengayoman  

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan  

c. Pendidikan dan Pembimbingan  

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia  

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan  

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 

orang-orang tertentu.  

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan 

pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya 
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berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.
34

 

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan 

dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan 

asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. 

Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, 

peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap 

asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar 

lembaga pemasyarakatan. 

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana 

tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan. Tujuan 

pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:  

a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan 

tindak pidana. 

b.  Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 

membangun bangsa dan negaranya;  

c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat  

4.  Fungsi Lembaga Pemasyarakatan  

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan 

warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
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masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia 

dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan 

sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan 

memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan 

masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi 

dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk 

kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia 

lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang 

baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan 

prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang 

dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan 

narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaur 

kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.
35

 

D. Tinjauan Umum tentang Pembinaan dalam Perspektif Islam 

Pembinaan adalah kegiatan untuk memelihara agar sumber daya 

manusia dan organisasi taat asas dan konsisten melakukan rangkaian 

kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan mencakup 

tiga subfungsi yaitu pengawasan (controling) penyeliaan (supervising) dan 

pemantauan (monitoring). Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap 
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lembaga penyelenggara program, pengawasan dilakukan terhadap pelaksana 

kegiatan, dan pemantauan proses pelaksana kegiatan.
36
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Dengan demikian pembinaan bertujuan untuk memelihara dengan cara 

pembimbingan, pengarahan serta pendampingan terhadap objek sehingga 

tercapai yang diinginkan. Pembinaan meletakkan konsistensi pada setiap 

kegiatan yang dilakukan, hal itulah yang menjadi fungsi dari pembinaan. 

Menurut Sumodiningrat, pembinaan tidak selamanya melainkan dilepas 

untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari 

pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses 

Menurut Sumodiningrat, pembinaan tidak selamanya melainkan dilepas 

untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari 

pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, 

hingga mencapai status mandiri. Proses pembinaan mengandung beberapa 

tahap meliputi: 

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan keterampilan dasar 

sehingga dapat mengambil peran. 
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c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan 

sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 

mengantarkan pada kemandirian.
37

 

 Menurut H.D Sudjana, dalam bukunya Manajemen Program 

Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, terdapat dua pendeketan yang dapat digunakan dalam pembinaan 

yaitu dengan menggunakan pendekatan langsung (direct contact) dan atau 

pendekatan tidak langsung (indirect contact). Pendekatan pertama terjadi 

apabila pihak pembina (pimpinan, pengelola, pengawas, supervisor, dan 

lainnya) melakukan pembinaan melalui tatap muka dengan yang dibina atau 

dengan pelaksana program. Pendekatan langsung dapat dilakukan dengan 

kegiatan diskusi, rapat-rapat, tanya jawab, kunjungan lapangan, kunjungan 

rumah, dan lain sebagainya. Sementara pendekatan tidak langsung terjadi 

apabila pihak yang memebina melakukan upaya pembinaan kapada pihak 

yang dibina melalui media masa seperti melalui petunjuk tertulis, 

korespondensi, penyebaran buletin dan media elektronik.
38

 

Selanjutnya tentang prosedur pembinaan yang efektif dapat 

digambarkan melalui lima langkah pokok yang berurutan. Kelima langkah 

itu adalah sebagai berikut: 
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1. Mengumpulkan informasi. Informasi yang dihimpun melalui kenyataan 

atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kegiatan berdasrkan 

rencana yang telah ditetapkan. Pengumpulan informasi yang dianggap 

efektif adalah yang dialkukan secara berkala dan berkelanjutan dengan 

menggunakan pemantauan dan penelaahan laporan kegiatan.  

2. Mengidentifikasi masalah. Masalah ini diangkat berdasarkan informasi 

langkah pertama. Masalah akan terjadi apabila terjadi ketidaksesuaian 

dengan atau penyimpangan dari kegiatan yang telah direncanakan.  

3. Menganalisis masalah. Kegiatan analisis adalah untuk mengetahui jenis-

jenis masalah dan faktor penyebab timbulnya masalah tersebut. faktor 

itu mungkin datang dari para pelaksana kegiatan, sasaran kegiatan, 

fasilitas, biaya, proses, waktu, kondisi lingkungan dan lain sebagainya.  

4.  Mencari dan menetapkan alternatif pemecahan masalah. Kegiatan 

pertama yang perlu dilakukan adalah mencari alternatif pemecahan 

masalah. Alternatif ini disusun setelah memperhatikan sumber-sumber 

pendukung dan hambatan yang mungkin akan ditemui dalam 

memecahkan masalah. Kegiatan selanjutnya adalah menetapkan 

prioritas upaya pemecahan masalah yang dipilih dari alternatif yang ada. 

5.  Melaksanakan upaya pemecahan masalah. Upayan ini dapat dilakukan 

oleh pembina baik secara langsung mapun secara tidak langsung. Secara 

langsung apabila upaya pembinaan dilakukan oleh pembina kepada 

pihak yang dibina dalam pada kegiatan itu berlangsung. Secara tidak 
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langsung apabila upaya pemecahan masalah dilakukan oleh pembina 

dengan melalui pihak lain
39

 

َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزًا عَظِيمًا  يصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ ۗ وَمَنْ يطُِعِ اللَّه

Artinya: Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 

mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati 

Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat 

kemenangan yang besar. 
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